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ABSTRACT

The regulation of mechanisms to fill simultaneous vacancies in the offices of the President
and Vice President constitutes a fundamental aspect of ensuring governmental continuity
within Indonesia’s constitutional system. Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution
of the Republic of Indonesia provides a constitutional framework whereby the Minister of
Foreign Affairs, the Minister of Home Affairs, and the Minister of Defense collectively
perform presidential duties, commonly referred to as the ministerial triumuvirate. This study
aims to examine the legal basis, constitutional status, and implementation mechanism of the
ministerial triumvirate in addressing vacancies in the highest executive offices, as well as to
identify the normative, administrative, and legitimacy-related challenges inherent in this
mechanism. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and
historical approaches, this study finds that although the ministerial triumvirate possesses
direct constitutional legitimacy as a transitional authority, the absence of detailed
implementing requlations generates legal uncertainty and potential conflicts of authority.
Accordingly, the establishment of lex specialis legislation is necessary to ensure legal
certainty, accountability, and effective governance during periods of constitutional
transition in accordance with the principles of the rule of law and constitutional democracy.
Keywords: Ministerial Triumvirate; Vacancy of Office; 1945 Constitution; Constitutional
Law; Governmental Continuity

ABSTRAK

Pengaturan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara
bersamaan merupakan aspek fundamental dalam menjamin kesinambungan pemerintahan
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mekanisme pelaksanaan tugas kepresidenan oleh
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara kolektif, yang
dikenal sebagai menteri triumvirat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar
hukum, kedudukan konstitusional, serta mekanisme pelaksanaan tugas menteri triumvirat
dalam mengisi kekosongan jabatan kepala negara, sekaliqus mengidentifikasi tantangan
normatif, administratif, dan legitimatif yang melekat pada mekanisme tersebut. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun menteri triumvirat memiliki legitimasi konstitusional langsung sebagai otoritas
transisional, ketiadaan pengaturan teknis dalam peraturan perundang-undangan
menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan. Oleh karena itu,
diperlukan pembentukan regulasi turunan yang bersifat lex specialis untuk menjamin
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efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan menteri
triumvirat sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Kata Kunci: Menteri Triumvirat; Kekosongan Jabatan; UUD NRI 1945; Hukum Tata
Negara; Kontinuitas Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana
ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) (Basri et al., 2024). Dalam sistem ini, Presiden berkedudukan sebagai
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif
tertinggi (Mangesti et al., 2024). Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar,
yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh menteri-menteri negara sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 UUD 1945. Para menteri tersebut diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangnya masing-masing (Wantu &
Ahmad, 2019).

Pembentukan kementerian negara dimaksudkan untuk menjamin
terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada
peningkatan kualitas pelayanan publik. Menteri sebagai pembantu Presiden
diharapkan menjalankan tugas secara profesional dan independen, sehingga
dilarang merangkap jabatan tertentu baik dalam struktur pemerintahan, badan
usaha, maupun organisasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
(Gobel et al., 2025). Pengaturan mengenai kedudukan dan fungsi kementerian
negara kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara, yang menegaskan bahwa kementerian berada di
bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya sebagai satu kesatuan
sistem pemerintahan.

Dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia, selain mengenal menteri dan
kementerian pada umumnya, konstitusi juga mengatur keberadaan tiga menteri
dengan kedudukan konstitusional yang bersifat khusus, yakni Menteri Dalam
Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketiga jabatan ini dikenal
sebagai Menteri Triumvirat, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 ayat
(3) UUD 1945. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan konstitusional kepada
Menteri Triumvirat untuk secara kolektif melaksanakan tugas kepresidenan apabila
Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan berhalangan menjalankan tugasnya,
baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, maupun tidak
mampu menjalankan kewajibannya dalam masa jabatan (Ahmad, 2025;
Mokodompit & Ahmad, 2025; Radjak & Ahmad, 2025).

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya mekanisme konstitusional yang
dirancang untuk menjamin kesinambungan pemerintahan dan mencegah
terjadinya kekosongan kekuasaan (power vacuum) dalam sistem presidensial.
Namun demikian, meskipun kedudukan Menteri Triumvirat telah diatur secara
eksplisit dalam konstitusi, pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum,
kewenangan, mekanisme kerja, pembagian tugas, serta pola koordinasi antar
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menteri tersebut belum dijabarkan secara komprehensif dalam peraturan
perundang-undangan di bawahnya (Khuan et al., 2025; Mustapa & Ahmad, 2035).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maupun
berbagai Peraturan Presiden yang mengatur pembentukan dan organisasi
kementerian negara belum memberikan ketentuan khusus mengenai Menteri
Triumvirat.

Ketiadaan pengaturan normatif yang rinci tersebut berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum, multitafsir kewenangan, serta potensi konflik antar Menteri
Triumvirat dalam menjalankan fungsi kepresidenan secara kolektif. Kondisi ini
menjadi semakin problematis mengingat kedudukan Menteri Triumvirat tidak
bersifat tunggal seperti halnya Presiden atau Wakil Presiden, melainkan kolektif,
sehingga membuka ruang perbedaan pandangan mengenai dominasi kewenangan
dan mekanisme pengambilan keputusan (Akbar et al., 2025). Dalam perspektif
negara hukum (rechtsstaat), kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang
harus dijamin agar setiap tindakan penyelenggara negara memiliki dasar hukum
yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, dalam konteks teori sistem pemerintahan, hubungan antara
cabang eksekutif dan legislatif menjadi elemen penting dalam menentukan karakter
suatu sistem pemerintahan. Indonesia secara normatif menganut sistem
presidensial, namun dalam praktiknya tidak sepenuhnya mencerminkan karakter
sistem presidensial murni karena dipengaruhi oleh prinsip pemisahan dan
pembagian kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945 (Ahmad et al., 2020, 2021, 2023,
2024; Ahmad, 2021; Ahmad & Nggilu, 2019). Dalam kerangka tersebut, keberadaan
Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan merupakan fenomena
konstitusional yang unik dan memerlukan kajian mendalam, baik dari aspek
normatif maupun konseptual.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk
mengkaji secara komprehensif kedudukan hukum dan mekanisme kerja Menteri
Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada
bagaimana konstruksi hukum Menteri Triumvirat dalam mengisi kekosongan
jabatan Presiden dan Wakil Presiden, serta sejauh mana pengaturan yang ada
mampu menjamin kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan. Kajian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi normatif
bagi penguatan desain konstitusional guna menjamin keberlanjutan pemerintahan
dalam sistem presidensial Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach) (Fajar & Achmad, 2010; Ishaq, 2017, Muhammad, 2004).
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan
konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem
pemerintahan presidensial, khususnya Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara, serta peraturan terkait lainnya. Sementara itu,
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pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, teori sistem
pemerintahan, dan konsep negara hukum yang relevan dengan kedudukan dan
kewenangan Menteri Triumvirat. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan
teknik penafsiran hukum dan penalaran yuridis untuk memperoleh kesimpulan
yang preskriptif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan Hukum Mekanisme Menteri Triumvirat Dalam Mengisi Kekosongan
Jabatan Kepala Negara Dan Wakilnya di Indonesia

Pengaturan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil
Presiden di tengah masa jabatan merupakan aspek fundamental dalam menjamin
kesinambungan pemerintahan secara konstitusional (Nggilu et al., 2024).
Kekosongan jabatan yang terjadi secara tiba-tiba, khususnya apabila tidak diatur
secara jelas dan sistematis, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta
instabilitas politik yang dapat mengganggu tata kelola pemerintahan dan
keamanan nasional. Oleh karena itu, hukum tata negara harus menyediakan
instrumen normatif yang mampu memastikan adanya transisi kekuasaan yang sah,
tertib, dan berlandaskan legitimasi konstitusional (Djafar, 2016).

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, isu pengisian kekosongan jabatan
Presiden dan Wakil Presiden menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan
keberlanjutan roda pemerintahan dan legitimasi kekuasaan negara (Sari et al., 2025).
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang telah mengatur mekanisme
penggantian kepemimpinan melalui peran Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), namun pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjawab kondisi apabila
kekosongan jabatan terjadi secara bersamaan dan mendesak. Dalam situasi
demikian, hukum konstitusi berfungsi sebagai instrumen utama untuk memberikan
kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan (power vacuum)
yang berkepanjangan (Hasjad et al., 2025).

Kepastian hukum dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan tidak
hanya bertujuan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, tetapi juga untuk
meminimalisasi potensi konflik kepentingan serta menjaga keseimbangan relasi
antar lembaga negara (Erlina & Zulkifli, 2025). Mekanisme yang dirumuskan secara
jelas akan memperkuat sistem checks and balances sekaligus memastikan bahwa
fungsi eksekutif tetap berjalan tanpa hambatan. Dalam negara hukum modern,
konstitusi dituntut mampu merespons situasi darurat politik tanpa mengorbankan
prinsip supremasi hukum dan kedaulatan rakyat (Nurjani & Bahri, 2025).

Urgensi pengaturan tersebut sejalan dengan prinsip continuity of the state,
yang menghendaki agar negara tetap dapat menjalankan fungsi pemerintahan
secara efektif meskipun terjadi perubahan atau kekosongan pada jabatan tertinggi
negara (Junaedi, 2025). Norma konstitusional yang efektif dan aplikatif akan
memberikan kepastian hukum bagi seluruh aktor ketatanegaraan serta menjaga
legitimasi pemerintahan yang sedang berlangsung, sehingga stabilitas politik dan
ketertiban konstitusional tetap terpelihara (Tarigan, 2024).
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Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun
1945 mengatur secara khusus mekanisme pengisian kekosongan jabatan Presiden
dan Wakil Presiden secara bersamaan melalui penunjukan tiga menteri, yakni
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, untuk
melaksanakan tugas kepresidenan secara kolektif. Mekanisme ini dikenal sebagai
Menteri Triumvirat dan mencerminkan adanya desain konstitusional yang bersifat
darurat namun tetap berada dalam koridor hukum dasar negara (Lutu et al., 2024).

Secara teoritis, mekanisme Menteri Triumvirat dapat dipahami dalam
kerangka teori pemisahan kekuasaan (separation of powers) sebagaimana
dikemukakan oleh Montesquieu (Kolopita et al.,, 2024; Latif et al, 2024;
Taufiqurrohman et al., 2024; Yassine et al., 2024). Dalam kondisi kekosongan jabatan
eksekutif tertinggi, legitimasi kekuasaan eksekutif berada dalam situasi krisis
apabila tidak segera ditangani melalui mekanisme konstitusional. Pasal 8 ayat (3)
UUD 1945 berfungsi sebagai solusi sementara yang menjaga kesinambungan fungsi
eksekutif tanpa melanggar prinsip checks and balances, karena bersifat kolektif,
terbatas, dan sementara (Maryam et al., 2025).

Mekanisme Menteri Triumvirat juga mencerminkan prinsip supremasi
konstitusi, di mana konstitusi menjadi sumber legitimasi tertinggi dalam
menghadapi situasi luar biasa. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan
fleksibilitas sistem presidensial Indonesia dalam merespons krisis kepemimpinan,
sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara tetap harus berada
dalam kerangka konstitusional (Maulana et al., 2025).

Ditinjau dari perspektif teori kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan
oleh Jean-Jacques Rousseau, legitimasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden
bersumber dari mandat langsung rakyat melalui pemilihan umum. Oleh karena itu,
ketika terjadi kekosongan jabatan, pelaksanaan kekuasaan oleh pihak lain harus
tetap memiliki legitimasi konstitusional agar tidak mencederai prinsip kedaulatan
rakyat. Dalam hal ini, legitimasi Menteri Triumvirat bersifat legal-formal, bukan
elektoral, karena kewenangannya bersumber langsung dari konstitusi dan bersifat
sementara sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden definitif oleh MPR
(Canale & Tuzet, 2023).

Asas legalitas dalam hukum tata negara menegaskan bahwa setiap tindakan
pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pengangkatan dan
pelaksanaan tugas Menteri Triumvirat memiliki landasan konstitusional yang tegas
dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan sifat pengaturan yang limitatif
dan hanya berlaku dalam kondisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden
secara bersamaan. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara maupun undang-undang terkait lainnya belum
mengatur secara rinci mekanisme operasionalisasi kewenangan kolektif tersebut.

Ketiadaan pengaturan teknis mengenai koordinasi, pembagian tugas, serta
mekanisme pengambilan keputusan kolektif antar Menteri Triumvirat membuka
ruang tafsir yang luas dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan. Dalam
praktik pemerintahan, prinsip kolektif kolegial tanpa pengaturan yang jelas dapat
menimbulkan kebuntuan pengambilan keputusan dan melemahkan efektivitas
pemerintahan (Suwito et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan pembentukan
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regulasi turunan atau undang-undang khusus yang mengatur secara rinci batas
waktu pelaksanaan tugas, mekanisme pengambilan keputusan, sistem pengawasan
dan akuntabilitas, serta hubungan Menteri Triumvirat dengan lembaga negara
lainnya, khususnya DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Dari perspektif hukum tata negara, mekanisme Menteri Triumvirat
merupakan manifestasi prinsip kontinuitas pemerintahan yang dijamin oleh
konstitusi. Sementara dari sudut pandang teori legitimasi kekuasaan, mekanisme
ini harus dipahami sebagai bentuk otoritas darurat konstitusional (constitutional
emergency authority) yang tidak menggantikan sistem presidensial, melainkan
menjaga keberlanjutan fungsi eksekutif dalam situasi luar biasa. Dengan demikian,
penguatan mekanisme Menteri Triumvirat melalui regulasi yang lebih
komprehensif menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum,
efektivitas pemerintahan, dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.

Dasar Hukum dan Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia

Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang menjadi dasar legitimasi atas setiap bentuk pelaksanaan kekuasaan
negara. Dalam konteks terjadinya kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden
secara bersamaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI 1945) telah menyediakan mekanisme konstitusional yang bersifat
darurat melalui pengaturan Menteri Triumvirat. Ketentuan ini secara eksplisit
termuat dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa pelaksanaan
tugas kepresidenan dilakukan secara kolektif oleh Menteri Luar Negeri, Menteri
Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan hingga terpilihnya Presiden dan Wakil
Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam waktu paling lama
tiga puluh hari (Lutu et al., 2024).

Pasal 8 ayat (3) tersebut menegaskan kedudukan ketiga menteri sebagai
pelaksana tugas Presiden secara kolegial, bukan sebagai pemegang kekuasaan
tunggal. Dengan demikian, kewenangan yang dijalankan bukanlah delegasi dari
Presiden sebelumnya, melainkan kewenangan konstitusional langsung yang
diberikan oleh norma tertinggi negara dalam keadaan darurat institusional. Dalam
perspektif hukum tata negara, mekanisme ini merupakan bentuk interim authority
yang bersifat sementara dan dibatasi secara ketat oleh prinsip legalitas dan
pembatasan kewenangan untuk mencegah terjadinya tindakan ultra vires.

Secara historis, pengaturan mengenai Menteri Triumvirat merupakan hasil
Amandemen Keempat UUD 1945 yang disahkan oleh MPR pada tahun 2002.
Ketentuan ini lahir sebagai respons atas kekosongan norma dalam UUD 1945
sebelum amandemen yang tidak memberikan solusi konstitusional apabila
Presiden dan Wakil Presiden berhalangan secara bersamaan. Melalui pembahasan
intensif dalam forum MPR dan Komisi Amandemen, disepakati perlunya
mekanisme konstitusional yang mampu menjamin kontinuitas pemerintahan
dalam kondisi krisis kepemimpinan nasional (Karso et al., 2025).

Meskipun demikian, perumusan Pasal 8 ayat (3) tidak terlepas dari
perdebatan mengenai legitimasi demokratis. Sejumlah kalangan menilai bahwa
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pelaksanaan tugas kepresidenan oleh menteri yang tidak memiliki mandat elektoral
langsung berpotensi mereduksi prinsip kedaulatan rakyat. Namun, dalam
kerangka konstitusional, legitimasi Menteri Triumvirat bersifat legal-formal karena
bersumber langsung dari konstitusi, bukan dari mandat politik atau elektoral. Oleh
karena itu, mekanisme ini harus dipahami sebagai jembatan konstitusional yang
bersifat sementara, bukan sebagai pengalihan kekuasaan eksekutif secara permanen
(Karso et al., 2025).

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie yang
menegaskan bahwa Menteri Triumvirat merupakan manifestasi dari prinsip
constitutional continuity, yakni menjaga keberlanjutan pemerintahan dalam kondisi
luar biasa tanpa menabrak prinsip dasar sistem presidensial. Dalam kerangka teori
norma Hans Kelsen, kewenangan triumvirat memiliki validitas yuridis karena
diturunkan langsung dari grundnorm, sehingga tidak memerlukan legitimasi
tambahan dari peraturan perundang-undangan di bawahnya (Maryam et al., 2025).

Namun demikian, meskipun dasar konstitusionalnya telah jelas, hingga saat
ini belum terdapat pengaturan undang-undang yang menjabarkan aspek teknis
pelaksanaan tugas Menteri Triumvirat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara hanya memberikan pengaturan umum mengenai
kedudukan dan fungsi menteri, tanpa secara spesifik mengatur mekanisme kolektif
dalam situasi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ketiadaan norma
pelaksana ini menciptakan kekaburan hukum (legal ambiguity) yang berpotensi
menimbulkan persoalan serius apabila ketentuan Pasal 8 ayat (3) harus diterapkan
(Antari, 2020; Basri et al., 2024; Lutu et al., 2024).

Dengan demikian, dasar hukum dan kedudukan konstitusional Menteri
Triumvirat merupakan pengaturan yang bersifat extraordinary namun sah secara
konstitusional. Untuk menjamin efektivitas dan kepastian hukum, diperlukan
penguatan melalui legislasi organik yang mampu menjabarkan mekanisme kerja,
batasan kewenangan, dan pertanggungjawaban hukum Menteri Triumvirat dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Tantangan dalam Mengisi Kekosongan
Jabatan Kepala Negara oleh Menteri Triumvirat

Pelaksanaan tugas kepresidenan oleh Menteri Triumvirat sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan mekanisme transisi
kekuasaan yang bersifat kolektif-kolegial. Meskipun ketentuan konstitusional
tersebut telah memberikan legitimasi formal, tidak terdapat pengaturan lebih lanjut
yang menjelaskan tata cara pelaksanaan tugas secara operasional. Kekosongan
norma ini menimbulkan berbagai persoalan yuridis, administratif, dan politis yang
berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan dalam situasi darurat (Maryam
et al., 2025).

Risalah Sidang MPR dan Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945
menunjukkan bahwa pembahasan Pasal 8 ayat (3) lebih menitikberatkan pada aspek
normatif, tanpa disertai pengaturan teknis mengenai mekanisme pengambilan
keputusan, pembagian peran, dan koordinasi antar menteri. Tidak terdapat
kejelasan apakah keputusan harus diambil melalui musyawarah mufakat, suara
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terbanyak, atau berdasarkan pembagian kewenangan sektoral. Ketiadaan kejelasan
ini berpotensi menimbulkan kebuntuan (deadlock) dalam pengambilan keputusan
strategis.

Tantangan normatif semakin kompleks dengan belum adanya peraturan
pelaksana yang mengatur batasan kewenangan Menteri Triumvirat. Pertanyaan
mengenai apakah triumvirat berwenang menetapkan kebijakan strategis nasional,
mengangkat pejabat tinggi negara, atau menandatangani perjanjian internasional,
belum memperoleh jawaban normatif yang pasti. Dalam perspektif teori checks and
balances, kondisi ini berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan
apabila tidak dibatasi secara tegas.

Selain tantangan normatif, aspek administratif juga menjadi persoalan serius.
Ketiga menteri memiliki struktur birokrasi dan lingkup tugas yang berbeda,
sehingga tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, pelaksanaan tugas kolektif dapat
berjalan tidak efektif. Ketiadaan sekretariat bersama, protokol komunikasi, dan
sistem komando yang jelas dapat menimbulkan disorientasi administratif, terutama
dalam situasi krisis yang menuntut respons cepat (Lutu et al., 2024).

Dari sisi politik dan legitimasi, Menteri Triumvirat tidak memiliki mandat
elektoral langsung dari rakyat. Kondisi ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan
publik, terutama apabila keputusan yang diambil bersifat sensitif atau berdampak
luas (Abuthalib et al., 2026, Ahmad et al., 2023; Ahmad & Polii, 2023; Hendri &
Ahmad, 2023; Ismail et al., 2023, 2024; Manto et al., 2025; Rasyid et al., 2023). Dalam
konteks ini, pembatasan temporal dan substantif terhadap kewenangan triumvirat
menjadi sangat penting untuk menjaga legitimasi konstitusional dan stabilitas
politik.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek pertanggungjawaban
hukum. Dalam struktur kolektif, prinsip akuntabilitas menjadi kabur karena sulit
menentukan tanggung jawab individual atas suatu keputusan. Tanpa pengaturan
yang jelas, mekanisme pertanggungjawaban baik secara administratif, politik,
maupun hukum pidana berpotensi tidak berjalan efektif.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun mekanisme
Menteri Triumvirat telah memiliki dasar konstitusional yang kuat,
implementasinya masih menghadapi persoalan serius. Oleh karena itu, diperlukan
pembentukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme kerja, batasan
kewenangan, sistem pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban hukum
Menteri Triumvirat secara komprehensif. Langkah ini menjadi krusial untuk
memastikan bahwa dalam situasi krisis kenegaraan, transisi kekuasaan tetap
berlangsung secara konstitusional, demokratis, dan menjamin stabilitas nasional.

SIMPULAN

Kebijakan antidumping dan perlindungan industri nasional perlu
dipandang sebagai bagian dari kerangka kebijakan ekonomi yang holistik, bukan
sebagai alat reaktif semata terhadap praktik perdagangan tidak adil. Secara
normatif, WTO memberikan fondasi penting melalui Antidumping Agreement,
yang menuntut pembuktian margin dumping, kerugian industri, dan hubungan
kausal yang jelas. Implementasinya di Indonesia memerlukan harmonisasi antara
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ketentuan internasional dengan hukum nasional (UU Perdagangan, regulasi
pelaksanaan) serta mekanisme investigasi yang independen, transparan, dan
akuntabel. Sejalan dengan itu, kebijakan perlindungan industri nasional harus
melibatkan kombinasi instrumen tarif, non-tarif, standar teknis, dan program
inovasi serta hilirisasi yang dirancang untuk meningkatkan daya saing jangka
panjang tanpa menimbulkan distorsi pasar berkelanjutan. Tantangan utama
mencakup identifikasi praktik dumping, pembuktian kerugian, sinkronisasi
kebijakan perdagangan dengan industri, serta kapasitas data dan analitik institusi
pengawasan. Analisis empirik terhadap subsidi silang menunjukkan potensi
spillover positif bagi inovasi dan kapasitas produksi, namun juga risiko distorsi,
ketidaksetaraan akses, dan beban fiskal jika tidak diawasi secara tepat. Oleh karena
itu, rekomendasi kebijakan menekankan peningkatan kapasitas institusional,
transparansi pelaporan, evaluasi dampak secara berkala, serta koordinasi lintas
kementerian untuk memastikan kebijakan yang akuntabel, berkelanjutan, dan
mendorong transformasi struktural industri nasional. Masa depan kebijakan
bergantung pada komitmen terhadap tata kelola data yang baik, desain kebijakan
berbasis bukti, dan kehati-hatian terhadap retaliasi perdagangan, guna mencapai
integrasi ekonomi regional dan global yang lebih kuat.
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